PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOVOR 41 TAHUN 1962 (41/1962)
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN
DANA- DANA | NVESTASI

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:
a.

bahwa dianggap perlu untuk segera nenganbil tindakan-
ti ndakan guna nencegah digunakannya dana-dananya i nvestasi
yang tersedia pada perusahaan-perusahaan umummya dan badan-
badan penanaman nodal institusionil khususnya untuk tujuan-
tuj uan yang tidak diingini;

b. bahwa pada saat Negara nenghadapi beban-beban penbiayaan
di bi dang penbangunan perlu diusahakan agar dana- dana
investasi termaksud pada sub a diatas diikut-sertakan
sebagai salah satu sunber penbi ayaan bagi usaha-usaha
penbangunan Negar a.

Mengi ngat :

1. I nstruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr. 2/ko. T.OE
tahun 1962 tentang nenperkuat front ekonom 1962;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962
tent ang susunan baru dan regroupi ng Kabinet | Kerja;

3. O donansi Kert as Per bendahar aan 1928 j o. Per at ur an
Pemeri ntah No. 32 tahun 1960;

4. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang dasar.

MVEMUTUSKAN :

Menet apkan :

"Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Penggunaan
dan Pengawasan atas Penggunaan Dana-dana | nvestasi".

Pasal 1.

Dal am Per at ur an Penerintah Pengganti Undang-undang ini yang
di mksudkan dengan :
a.dana investasi, ialah : dana-dana yang nenurut ketetapan

Menteri yang bersangkutan tersedi a untuk di perbungakan

kar ena tidak/ bel um segera di perl ukan untuk memenuhi maksud
penmupukannya, termasuk dana-dana cadangan pada perusahaan-
per usahaan/ badan- badan pada unmumya,;

b. perusahaan/ badan, i al ah perusahaan/ badan yang dal am nenj al ankan

fungsi utamanya harus secara teratur nenperbungakan dana-
dana i nvest asi nya dal am obyek-obyek penbungaan berj angka
atau perusahaan/ badan yang nmenmupuk dana-dana cadangan unt uk
keperl uan perluasan atau untuk menutup kerangka yang nungkin
diderita atau perusahaan/ badan | ain semacamitu yang

di t et apkan ol eh Menteri yang bersangkut an.

c. Menteri yang bersangkutan, ialah: Menteri Urusan Pendapat an,

Penmbi ayaan dan Pengawasan sepanj ang nengenai pengaturan dana



i nvestasi yang ada pada perusahaan-perusahaan asuransi dan
Menteri Urusan Bank Sentral sepanjang nengenai pengaturan

dana i nvestasi yang ada pada perusahaan- perusahaan/ badan-

badan [ ai n.

Pasal 2.

(1) Menteri Yang bersangkut an berwenang untuk nenganbi| segal a
ti ndakan dan nengel uarkan per at ur an- perat uran yang
di perl ukan nengenai pengawasan atas penggunaan dana-dana
i nvest asi .
(2) Dengan peraturan yang ditetapkan ol eh Menteri yang
ber sangkut an senmua perusahaan/ badan yang berusaha/bekerja di
I ndonesi a dapat diwajibkan untuk nenpergunakan seluruh atau
sebagi an dari dana investasinya :
a. sebagai deposito pada Bank | ndonesi a;
b. dal am kertas per bendaharaan Negar a;
c. dal am obyek- obyek penmbungaan | ain yang ditetapkan ol eh Menteri
yang ber sangkut an.
(3)Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan serta
Menteri Urusan Bank Sentral bersama-sama nenet apkan
per aturan tentang pengel uaran dan penggunaan kertas
per bendaharaan Negara, jika perlu dengan nenyi npang dari
ket ent uan- ket ent uan perundang-undangan yang tel ah ada.

Pasal 3.

(1) Pengurus senua perusahaan/ badan yang ber usahal/ bekerja di
I ndonesi a waj i b nenberi kan segal a keterangan dan angka- angka
yang di perl ukan ol eh Menteri yang bersangkut an untuk
kepentingan pel aksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dal am at au ber dasar kan Per at uran Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni

(2) Untuk kepentingan penyelidi kan akan kebenaran ket erangan-
ket erangan dan angka- angka yang di beri kannya, pengurus senua
per usahaan/ badan yang berusaha/bekerja di |ndonesia, atas
per mi ntaan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang
di t unj uknya waji b menperli hat kan buku- buku dan segal a surat -
surat |ainnya untuk diperiksa.

Pasal 4.

Bar angsi apa nenguasai dana i nvestasi yang pemliknya ada di
| uar | ndonesi a waji b nmengusahakan kuasa yang di perl ukan unt uk
dapat nenenuhi kewaji ban-kewaji ban yang ditetapkan dal am at au
ber dasar kan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni

Pasal 5.

Setiap perjanjian yang di adakan ol eh perusahaan/ badan
t er maksud yang bertentangan dengan ket ent uan-ket entuan dal am at au
ber dasar kan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
adal ah batal karena hukum



Pasal 6.

Sement ar a menunggu kel uarnya perat ur an-perat uran pel aksanaan
| ebih anjut Menteri yang bersangkut an dapat nenetapkan bahwa
pada saat nul ai berl akunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang i ni perusahaan/badan tertentu dil arang nenpergunakan dana
i nvest asi nya tanpa nendapat izin | ebih dahulu dari Menteri yang
ber sangkut an.

Pasal 7.

(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan yang termaktub dal am pasal
10, atas pel anggar an terhadap ket entuan-ketentuan yang
tersebut pada pasal 2 ayat (2) Menteri yang bersangkutan
dapat newaj i bkan perusahaan/ badan yang bersangkutan untuk
menyet or kan j unml ah yang sama besarnya dengan junl ah dana
i nvestasi yang seharusnya di perbungakan nenurut ket entuan-
ket entuan yang ditetapkan dal am atau berdasar kan Perat uran
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini kedal am rekeni ng yang
di buku pada Bank | ndonesi a.

(2) Pel aksanaan ket entuan tersebut pada ayat (1) di atas dapat
di | akukan dengan penagi han dengan surat - paksa yang nenberi
hak pel aksanaan | angsung terhadap barang-barang bergerak dan
bar ang- barang ti dak bergerak mlik perusahaan/ badan yang
ber sangkut an tanpa putusan haki m

Pasal 8.

(1) Sur at - paksa termaksud pada pasal 7 ayat (2) berkepal a kat a-
kata "Atas nama keadil an" serta nenuat nama perusahaan/ badan
yang ber sangkutan, al asan-al asan yang nenj adi dasar
penagi han dan peri ntah untuk nenbayar.

(2) Sur at - paksa tersebut pada ayat (1) nenpunyai kekuatan yang
sama seperti grosse dari keputusan dal am perkara perdata
yang tidak dapat dimnta banding | agi pada haki m at asan.

(3) Sur at - paksa tersebut pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menter
yang ber sangkut an.

Pasal 9.

Sur at - paksa di | aksanakan sesuai dengan ket entuan- ket entuan
yang ber| aku unt uk penagi han paj ak Negara sebagai nana di at ur
dal am pasal 6 sanpai dengan pasal 23 dari Undang-undang No. 19
t ahun 1959 (Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 63).

Pasal 10.

(1) Pengurus perusahaan/ badan yang tidak nenenuhi kewaji ban-
kewaj i ban yang ditentukan dal am at au berdasarkan Perat uran
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini dapat dij atuhi
hukuman penjara sel ama-| amanya 2 tahun dan/ atau hukuman
denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

(2) Hal - hal yang dapat dijatuhi hukuman nmenurut ayat (1) pasal in
di anggap sebagai kej ahat an.



Pasal 11.

Hal - hal yang bel um cukup di atur dal am Perat uran Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang ini ditetapkan ol eh Menteri yang
ber sangkut an.

Pasal 12.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai
ber| aku pada tanggal 3 Agustus 1962.

Agar supaya setiap orang nenget ahui nya, menerintahkan
pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presi den Republik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.

ttd.

Sekretari s Negara,
MCHD. | CHSAN

PENJ ELASAN
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI UNDANG
UNDANG No. 7 TAHUN 1962
t ent ang
PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN
DANA- DANA | NVESTASI .

uMuM

Sebagai mana di i nstruksi kan ol eh Presiden/ Panglima Besar
Komando Tertinggi Operasi Ekonom dalaminstruksinya No. Instr.
2/ Ko. T.O E. tahun 1962 tentang nenper kuat Front Ekonom 1962
maka unt uk kepenti ngan usaha-usaha penbangunan Negara perl ul ah
sebanyak nmungki n daya-beli yang ada pada masyarakat di sal urkan
kepada tujuan-tujuan yang produktip. Dan pada saat Negara
menghadapi beban-beban penbi ayaan untuk keperl uan penbangunan,
maka penyal uran daya beli yang dem kian itu perlu pul a
di sesuai kan dengan kepenti ngan-kepenti ngan unum yang | ebi h
mendesak.

Adal ah tidak dapat dinmungkiri bahwa pada perusahaan-



perusahaan pada umummya dan badan- badan yang | azi m di sebut
penanaman- penanaman nodal institusional seperti dana-dana

Pensi un, dana-dana Sosi al, Perusahaan-perusahaan Pertanggungan,
Bank- bank Tabungan dan | ai n sebagai nya terdapat akunul asi -
akunul asi keuangan yang di pupuk dengan tujuan-tujuan tertentu.
Dan senentara dana-dana ini bel um segera di perlukan untuk
menenuhi tuj uan penupukannya, maka dana-dana tersebut seharusnya
di per bungakan dengan pel bagai cara yang di anggap paling tepat
bagi perusahaan atau badan yang bersangkut an.

Dal am pada itu kenyataan nenunj ukkan pul a bahwa dal am usaha
mengej ar keuntungan yang sebesar-besarnya tidak jarang dana-dana
i ni perbungakan dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud
penmupukannya, m sal nya di pergunakan untuk perkreditan. Hal ini
ti dak saj a nengganggu pel aksanaan kebi j aksanaan Peneri ntah dal am
usahanya nmengenbangkan perkriditan yang sehat sebagai mana
di gari skan dal am Peraturan Penerintah No. 1 tahun 1955 nel ai nkan
dapat nenbahayakan pul a kepenti ngan- kepenti ngan yang sehar usnya
di I i ndungi ol eh penmupukan dana-dana itu m sal nya berhubung dengan
kesulitan-kesulitan dengan pi hak debitur, suatu perusahaan
pert anggungan pada suatu keti ka tidak dapat nmenenuhi kewaji bannya
t er hadap pi hak tertanggung karena dana yang di pupuk untuk
keperluan itu tidak tersedia pada waktu di perl ukan atau
perusahaan ti dak dapat nmenmenuhi kewaji bannya karena dana
cadangannya tidak tersedia pada waktu di perl ukan.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini di maksudkan
unt uk nmenberi kan wewenang secukupnya kepada Menteri-nenter
seperti dimaksud guna nengat ur penggunaan dan pengawasan atas
penggunaan dari dana-dana semacamitu sedem ki an rupa, hingga
di satu pi hak dana-dana itu dapat disal urkan kepada tuj uan-tujuan
yang produktif sesuai dengan keperluan penbangunan Negara, tetap
di I ai n pi hak keamanan kepenti ngan- kepenti ngan yang harus
di I i ndungi dengan penupukan dana-dana itu dapat tetap dijamn
dengan sebai k- bai knya.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Sub a :Yang di maksud dana-dana yang tersedia untuk
di perbungakan karena ti dak/bel um segera di perl ukan
unt uk menenuhi maksud penupukannya, ialah senua
bent uk akunul asi keuangan ol eh perusahaan/ badan
unt uk maksud- maksud tertentu yang bel um segera
di pakai dal am perusahaan/ badan tersebut, termasuk
m sal nya jum ah-jum ah prem pertanggungan yang
tidak atau bel um dapat ditransfer keluar negeri
cadangan- cadangan prem dan cadangan tuntutan
penggant i an kerugi an pada perusahaan-perusahaan
per t anggungan, cadangan-cadangan pada per usahaan-
perusahaan yang nenurut anggaran dasar nya harus
di adakan untuk keperluan perluasan atau
penggantian fasilitas-fasilitas, untuk
penbangunan, untuk penbeli an/ penbayaran kenbal
obl i gasi - obl i gasi dan saham cadangan unt uk



Sub b

Sub ¢

Pasal 2.

Ayat (1)

Ayat (2)

pensi un pegawai dan cadangan-cadangan | ai nnya
semacam i tu.

: Dengan perusahaan/ badan yang di sebut dalam sub b itu

di mksudkan perusahaan/ badan yang | azi m di kenal
dengan sebut an badan- badan penanaman nodal

i nstitusional seperti perusahaan-perusahaan

per t anggungan, dana-dana pensi un dana-dana sosi al,
bank- bank tabungan dan | ai n sebagai nya dan

per usahaan- perusahaan | ai n pada unmummya yang
menur ut ket ent uan- ket ent uan dal am anggar an
dasarnya harus nengenal cadang-cadangan.

: A eh karena sesuatu kebijaksanaan yang ditenpuh dal am

hal penbungaan dana-dana investasi ini dapat

ber pengar uh kepada keadaan noneter Negara pada
umumya, maka wewenang unt uk nengatur materi

Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
pada dasarnya di beri pada Menteri Urusan Bank
Sentral sebagai pejabat yang bertanggung jawab
at as kebi j aksanaan noneter Penerintah kecuali yang
bertal i an dengan perusahaan- perusahaan

per t anggungan ol eh karena perusahaan-perusahaan
I ni pada waktu ini ada di bawah kekuasaan Mater
Urusan Pendapatan, Penbi ayaan dan Pengawasan.

:Menteri yang bersangkut an berwenang nenent ukan

konposi si penanaman dana-dana i nvestasi yang
tersedi a dari perusahaan/badan sedem ki an rupa
sehi ngga di satu fi hak dapat dicapai penyal uran
dana-dana kearah yang diingi nkan ol eh Penerintah
dal am rangka penbangunan ekonom pada unmumya dan
khususnya Penbangunan Nasi onal Senesta Berencana
dan dilain fihak tetap nmenjam n perkenbangan
usaha- usaha Perusahaan/ badan yang ber sangkut an
yang sehat dengan nenperhati kan norma- nor na dan
syarat -syarat ekonom perusahaan yang sehat.
Sebagai persiapan untuk nmencapai maksud i ni
Menteri yang bersangkutan di beri wewenang untuk
nmendaft ar kan perusahaan/ badan yang akan di kenakan
peraturan ini dan lain-lain tindakan yang

di per | ukan.

: Ber bagai obyek penanaman tersebut dal am ayat (2) dan

ket ent uan nengenai kertas perbendaharaan Negara
tersebut dal am ayat (3) nmenungki nkan di beri kan
syarat -syarat (jangka waktu, bal as jasa dan
penguangan kenbali) yang nmenjam n kontinuited dan
i kwi ditet perusahaan/badan yang ber sangkutan dan
penmupukan si npanan dan akunul asi nodal yang

sei nhang dan sei rama dengan Penbangunan Negar a.



Pasal 3.
Ti dak di perlukan penj el asan.
Pasal 4.

Ket entuan ini di maksudkan agar dana-dana investasi mlik
per usahaan/ badan yang kant or pusatnya ada diluar |ndonesia, tidak
dapat nenghi ndarkan diri dari kewaji ban-kewaji ban yang ditetapkan
dal am peraturan ini. Mereka yang nengurus dan nenguasai dana-dana
itu atas nama pem | i knya harus berusaha nendapat kuasa secukupnya
unt uk dapat nenenuhi kewaji ban- kewaji ban itu.

Pasal 5.

Ket entuan ini di maksudkan untuk nenjaga j angan sanpai
per usahaan/ badan yang terkena ol eh peraturan ini mengadakan,
perj anji an-perjanjian yang di maksudkan untuk nenyel undup
peraturan ini.

Pasal 6.

Ji ka di pandang perl u penggunaan dana-dana i nvestasi ol eh
perusahaan/ badan tertentu yang terkena peraturan ini dapat segera
di terti bkan menurut ketentuan-ketentuan dal am peraturan ini.

Pasal 7.

Ayat (1) :Agar Undang-undang ini dapat nmencapai naksudnya
sepenuhnya, maka di sanpi ng ancaman hukumannya
t er hadap pengurus perusahaan sebagai mana
di t et apkan dal am pasal 10, kepada Menteri yang
ber sangkut an perlu di beri wewenang unt uk dal am hal
pengur us perusahaan/ badan yang ber sangkutan ti dak
menbant u pel aksanaan perat uran dapat nenguasai
jum ah-j um ah yang ber sangkut an untuk di per gunakan
menur ut ket ent uan- ket ent uan dal am peraturan ini

Ayat (2) :Untuk nenpercepat pel aksanaan, maka penagi han j umni ah-
j um ah yang bersangkut an perlu dil aksanakan dengan
sur at - kuasa yang nenberi kan hak pel aksanaan dengan
sur at - kuasa yang nenberi hak pel aksanaan | angsung
t er hadap barang-barang m | ik perusahaan yang
ber sangkut an tanpa putusan haki m Dengan dem ki an,
j al an yang panj ang nel al ui Pengadi | an Negeri dapat
di hi ndarkan. Hal ini tidak berarti bahwa hak-hak
dari yang bersangkutan akan dirugi kan atau
di abai kan. Menurut prosedur yang ditetapkan dal am
pasal 6 hingga pasal 23 Undang-undang No. 19/1959,
hak- hak dari yang bersangkut an cukup terjam n.

Pasal 8.

Ti dak nmener | ukan penj el asan



Pasal 9.

Sebagai prosedure pel aksanaan penagi han di pilih prosedure
sebagai mana ditetapkan dal am pasal 6 sanpai dengan pasal 23
Undang- undang No. 19 tahun 1959.

Hal ini dil akukan, karena pada suatu pi hak prosedur tersebut
menungki nan pel aksanaan dengan cepat sedangkan dil ain pi hak cukup
menj am n hak- hak dari yang ber sangkut an

Dengan sendirinya ket entuan-ketentuan ternaksud di sesuai kan
dengan bunyi Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini

Pasal 10, 11 dan 12.
Ti dak nmener | ukan penj el asan
Di ket ahui
Sekretaris Negara
MCHD. | CHSAN
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1962/ 7; TLN NO. 2468



